BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1.

Implementasi Pembinaan dan pengawasan Dinas Perhubungan Berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan

Batubara Dalam Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

a.

Melakukan sosialisasi baik kepada internal dan eksternal, serta
mengadakan sosialisasi langsung dan tidak langsung.

Melakukan pengendalian dengan tahapan identifikasi potensi bahaya
dan risiko, pemuatan, hauling, dan dumping.

Melakukan pengawasan yang dilakukan dengan mendirikan pos-pos
pengawasan, mengadakan razia bersama Satlantas Polda Jambi dan,
memasang CCTV.

Melakukan penindakan atas penemuan-penemuan pada saat

pelaksanaan pengawasan angkutan batubara tersebut.

Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam melakukan

Pembinaan dan Pengawasan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13

Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi

Jambi adalah sebagai berikut :

a.

b.

Kurangnya sumber daya manusia.
Kurangnya sarana dan prasarana.
Terbatasnya anggaran.

Disposisi yang belum terlaksana.
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3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam melakukan
Pembinaan dan Pengawasan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi
Jambi adalah sebagai berikut :

a. Melakukan Pelatihan bagi sumber daya manusia Dinas Perhubungan
Provinsi Jambi.

b. Meningkatkan kerja sama dengan instansi lain.

c. Merekrut pegawai honorer.

d. Mengoptimalkn sarana dan prasarana.

B. Saran
Berdasarkan simpulan diatas, penulis memberikan saran untuk

Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi dan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi

sebagai berikut:

1. Agar Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dalam melakukan sosialisasi,
pengendalian, pengawasan dan penindakan yang dilakukan secara berkala
dan berkomitmen dengan instasi lain sehingga menciptakan kenyamanan
masyarakat dan menghindari dampak negatif lain.

2. Agar Dinas Perhubungan Provinsi Jambi melakukan koordinasi dan
bersinergi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten dan Kota di Provinsi
Jambi, agar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan
Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi dilakukan secara optimal.

3. Agar Dinas Perhubungan dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan

membentuk rencana jangka menengah.
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Gambar 1.

Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jambi

Gambar 2.

Wawancara dengan Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
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